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Boroko, 40 November 2023

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah

Se-Katrupa.ten Bolaang Mongondow Utara

Di-
Tempat

SIIRAT PDARAIT

NOMOR : O,+ (tO?11 ppa vtb- ?w

TENTANG

PERCEPATAI{ PEL/INSA!{AAIT PEI{GADAA}I BARAITG/ JASA DILIISGKIII{GAIIT

PE}IERIITTAH DAERAH I(ABUPATE}I BOLA.{UTG ItrONGOTTDOW UTARA

TAHIIN A}TGGARAIT 2024

Meninflaklqnjuti Peratural ltesiden Nomnr 12 Tahun 202 I tentang Perubahan

ata$ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BaranglJasa

pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 1 'Iahun 2015 tentang Percepatan

llelaksanaan Pengadaan tsalanglJasa Pemerinlah, reaka dengan hormat disampaikan

hal- hal sebagai txrikut:

l. Kepala Perangkat Daerah agar riapat mendorong percepatan pelaksanaan

Pengadaan RaranglJasa Tahun Anggaran 2024;

II. Kepala Perangkat Daerah agar segeta menvelesaikan dan Mengumumkan

Rencana Umurn Pengadaan Elarang dan Jasa Tahun Anggaran 2O24 pada

perangkat l)aerahnya melalui Aplikasi SIRUP secara transparan, cermat, dan

akuntabel dengan rnenyiapkan DPA .yang telah ditandatangani sel.:ambat-

lamtratnya pada Etukrn llerember 2t29;

III. ppK segera menyiapkan Dokumen Perencanaan Tcnder Dini dan mcmbuat

paket melalui SI'}SE;

IV. Untuk Paket Pekerjaan Konstruksi, KPA/PPK memastikan kesiapan semua

Irersyaratan sudah lengkap pada Bulan llolcmber 2A20;

V. Ilokumen Kontrak Paket.Iasa Konsultasi Perencana, Manajemen Ksntstruksi,

dan pekerjaan Rutin direncanakan penandatangann-ya pada bulan Fobruarl

2U24;
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VI Adapun largkah-langkah pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai

b€rikut:

I, Tbhrprn PcLt .!..! PGttrdaaa balra8/Jrn acldut pcryrcdtr

a) Perencanaan Pengadaan barangljasa

Perencanaar Pengadaan disusun oleh KPA/PPK dan ditetapkan oleh

PAIKPA yang meliputi identilikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa.

Cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa;

b) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh KPA/PPK meliputi:

l. Penetapan Kerangka Acuan Kerja (l(AK)

2. Penetapan Harga Perkiraar Sendiri (HPS)

3. Penetapan Spesifikasi Teknis

4. Penetapan Rancangan Kontrak, dan

5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pel,al(sanaan,

jaminan pemeliharaan, sertifikasi garansi, dan penyesuian harga

6. fPA/ PPK juga metrakukan identifikasi apakah barang dan jasa yang

akan diadakan melalui LelenglTender, Pengadaan l.angsung, e-

Purchasing atau tennasuk pengadaan khusus dan dila-kukan melalui

konsolidasi pen8adaan.

IlTstr crn Fryurrfr! t)callthr! petrydl". rfu pcnyropdra DoLltDG!

Pcr.Lpc! PGtrlrdrs! b.,rag/Jere Ecldrrl PlOlGrA Pemlllhea uatut
rc{tp patct
a) KPA/PPK menyampaikan Rencana Pel,aksanaan Pengadaan {RPP}

beserta lampiran ditujukan kepada Kepala UKPBJ Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara. Ilmpimn Rencana Pel,aksanaar Pengadaan (RPP),

antara lain:

1. Surat Permintaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2. Rencana Umum Pengadaan (RUP);

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

4. Spesiflkasi Tekis Pekeiaan/Barang;

5. Harga Perkiraar Sendiri (HPS);

6. Rancan8an Kontrak;

7. Syarat-syarat Umum Kon1lal{ (SSUK);

6. Syarat-syarat Khusus Kontrak {SSKK);

9. CopY SK KPA, serta Copy SK PPK;

lo. Biodata KPA/PPK

b) KPA/PPK menyampaikan Surat Permintaan Pemilihan Penyedia kepada

Kepala UKPBJ Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

I
Hermanto Pontoh, s.Gr 

/

xenara gralrim, it



c) Pembetranan Anggaran terkait Pelaksanaan Pemlilihan Penyedia

barang/jasa dibebankan pada peraagkat Daerah pengusul, meliputi:
Btqya ATX dan Penggandaan, Biaya Perjatanan Klarifikasi (bila

diperlukan)

d) Rencana Peliaksanaan Pengadaan (RPPI beserta lampiran diantar
langsung kepada Kepala UKPBJ Kabupa,ten Elolaang Mongondow Utara

VII. Untuk meningkatkan Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa agar terus
dipantau dan diar*asi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, setringga

tetap memegang prinsip pengadaan barang/jasa dan memegang teguh etika
pengadaan;

VIil. Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah berfokus
pada arahan Presiden, diantananya :

I) Meningkatlan Penggunaan Produk Dalam Negeri {PDN);

II) Meningkatkan Porsi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi;

III) Memas' ;kan'Itansparansi Pengadaan Barang dan Jasa;

IVlMengupayakan Efisiensi Belanja Pemerintah;

V) Mempercepat Penyerapan Anggaran Pemerintah

IX. Demikian untuk menjadi sebagaimana mestinya.
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